BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
a. Berdasarkan hasil penelitian, uang yang diterima nasabah dari terjadinya
kekeliruan transfer dana tidak dapat dimiliki oleh nasabah tersebut
meskipun nasabah tersebut memiliki itikad baik dan pihak bank menyatakan
bahwa uang tersebut milik nasabah. Hal tersebut dikarenakan dalam
terjadinya kekeliruan transfer dana tidak memenuhi unsur-unsur cara
memperoleh hak milik melalui pemilikan, perlekatan, pewarisan,
penyerahan, dan daluwarsa. Dalam cara memperoleh melalui penyerahan,
dalam terjadinya kekeliruan transfer dana tidak memenuhi unsur cara
memperoleh hak milik melalui penyerahan yaitu tidak adanya perjanjian
yang zakelijk, tidak terdapat alas hak, dan tidak diserahkan oleh orang yang
berwenang menguasai uang tersebut. Cara memperoleh hak milik lainnya
yaitu melalui verjaring pada terjadinya kekeliruan transfer dana juga
dikesampingkan karena terdapat pengaturan yang lebih khusus mengatur
mengenai kekeliruan transfer dana, yaitu pada Pasal 85 UU Transfer Dana.
b. Terkait upaya hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah bank beritikad
baik yang mengalami kerugian karena terjadinya kekeliruan transfer dana
yang dapat mengakibatkan rekeningnya di blokir secara sepihak oleh pihak
bank dapat melakukan upaya hukum di luar maupun melalui pengadilan.
Terkait upaya hukum di luar pengadilan, nasabah dapat memilih untuk
menyelesaikan sengketa tersebut melalui LAPS SJK atau melalui fasilitasi
terbatas oleh OJK, namun apabila sengketa tersebut dalam proses atau sudah
diputus oleh lembaga peradilan maka sengketa tersebut tidak dapat
diselesaikan melalui LAPS SJK atau melalui fasilitasi terbatas oleh OJK.
Terkait upaya hukum melalui pengadilan, nasabah tersebut dapat
mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap pihak bank
karena perbuatan kekeliruan transfer dana yang mengakibatkan
pemblokiran rekening secara sepihak yang dilakukan oleh bank telah

memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365
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KUHPerdata, yaitu ada perbuatan melawan hukum, ada kesalahan, ada
kerugian dan ada hubungan sebab akibat antara dengan kerugian. Adanya
kerugian yang diakibatkan kekeliruan transfer dana yang dilakukan oleh
karyawan bank memenuhi juga unsur pertanggungjawaban atasan terhadap
perbuatan karyawannya yang mengakibatkan kerugian sebagaimana diatur
di dalam Pasal 1367 KUHPerdata.
5.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran dari Penulis
terkait nasabah yang menerima sejumlah uang karena terjadinya kekeliruan
transfer dana. Saran tersebut dibagi menjadi ke beberapa pihak, yaitu:

a. Masyarakat (Nasabah Bank)

Saran Penulis kepada masyarakat (dalam hal ini nasabah bank), apabila
terdapat kasus yang terjadi seperti yang terjadi pada Indah Harini dan Ardi,
nasabah bank harus untuk lebih berhati-hati apabila menerima sejumlah
uang di rekening bank tanpa mengetahui secara jelas siapa pengirimnya.
Apabila nasabah menerima sejumlah uang di rekeningnya, nasabah tersebut
harus memastikan secara tegas kepada pihak penyelenggara transfer dana
mengenai uang yang masuk tersebut. Apabila nasabah sudah memastikan
kepada pihak bank, sebagai upaya preventif jika pihak bank
mempermasalahkan hal tersebut, nasabah yang bersangkutan harus
menyimpan semua bukti yang berkaitan dengan pembuktian yang
menyatakan bahwa pihak bank sudah menyatakan bahwa uang tersebut
memang miliknya sehingga dapat meringankan nasabah tersebut apabila
dituntut atau digugat oleh pihak bank.
b. Penyelenggara Transfer Dana

Saran Penulis kepada penyelenggara transfer dana untuk lebih menerapkan
prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan transfer dana. Selain itu,
pihak penyelenggara transfer dana juga harus melakukan manajemen risiko
karena pelaksanaan kegiatan transfer dana berkaitan dengan uang yang
disimpan oleh masyarakat di bank sehingga sangat berkaitan dengan

kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut. Apabila terjadi kekeliruan
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transfer dana, pihak bank harus mengupayakan penyelesaian masalah
tersebut di luar pengadilan mengingat kekeliruan transfer dana merupakan

kesalahan yang dilakukan oleh pihak bank, terlebih apabila nasabah tersebut

Pemerintah

Saran Penulis kepada pemerintah khususnya pada pembuat undang-undang
untuk lebih memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada
nasabah bank dengan menambahkan pasal terkait tenggat waktu atau
daluwarsa pihak bank untuk melakukan perbaikan terhadap kekeliruan
transfer dana. Hal tersebut karena apabila terdapat kasus seperti yang terjadi
pada Indah Harini, dimana dia sudah menanyakan beberapa kali kepada
pihak bank mengenai uang yang masuk tersebut dan pihak bank sudah
menyatakan kepada Indah Harini bahwa uang tersebut merupakan uang
miliknya, Indah Harini sebagai nasabah dengan adanya pernyataan tersebut
dan sudah hampir 1 tahun pihak bank tidak mempermasalahkan uang
tersebut dapat saja menggunakan uang tersebut. Di samping itu, pihak bank
yang melakukan kekeliruan transfer dana seharusnya melakukan perbaikan
transfer dana kepada nasabah yang berhak menerima uang tersebut tanpa
harus mempermasalahkan uang yang sudah dikirimkan kepada pihak yang
menerima uang dari kekeliruan transfer dana apabila sudah melewati
tenggat waktu atau daluwarsa. Dengan adanya tenggat waktu atau
daluwarsa dari pihak bank untuk melakukan perbaikan kekeliruan transfer
dana akan memberikan kepastian hukum kepada nasabah yang menerima

uang dari terjadinya kekeliruan transfer dana.
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